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PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Llk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

cerai gugat antara :

Xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas,

pekerjaan  Mahasiswa, tempat  kediaman  di  Lingkungan  12,

Kelurahan  Imandi, Rt  23,  Kecamatan  Dumoga  Timur,

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas,

pekerjaan  Satpam,  tempat  kediaman  di  Lingkungan  12,

Kelurahan  Imandi, Rt  23,  Kecamatan  Dumoga  Timur,

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama  tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  15 Maret 2022

telah  mengajukan  gugatan  perceraian  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Lolak dengan  Register  Nomor  108/Pdt.G/2022/PA.Llk

tanggal 15 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

hari  Jumat, 13 Juni 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  Dumoga  Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,

Provinsi  Sulawesi  Utara,  sebagaimana  Kutipan  Akta Nikah  Nomor  :

04/05/VI/2014 tanggal  13 Juni 2014;
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2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal  di rumah

orang  tua  Penggugat  di  Lingkungan  12,  Kelurahan  Imandi, Rt  23,

Kecamatan Dumoga,sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup

bersama sebagaimana layaknya suami-istri  dan telah dikaruniai  seorang

anak  yang  bernama  Xxxxxxxx, berusia  7  tahun  dan  dalam  asuhan

Penggugat; 

4. Bahwa  sedari  awal  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  di  sebabkan  oleh  Tergugat

awalnya pergi dari rumah hanya untuk pergi menjenguk ke dua orang

tua tergugat namunsampai saat ini sudah tidak pernah kembali lagi

dan, telah kembali lagi ke agamanya semula (MURTAD);

5. Bahwa  puncak  perselisihan  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada  2014

Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  sampai  sekarang  kurang

lebih sudah 8 (delapan) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan  tidak  dapat

terwujud,  sehingga  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi

Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalah  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat;

7. Bahwa  penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Lolak  cq.  Majelis

Hakim  untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR  :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan  pernikahan  Penggugat  (Xxxxxxxx)  dengan  Tergugat

(Xxxxxxxx) putus karena perceraian

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  ternyata

ketidakdatangan  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah

menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat

membina  kembali  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa,  selanjutnya  persidangan  dilaksanankan  secara  tertutup  untuk

umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  maka  Tergugat  kehilangan  hak

jawabnya atas permohonan Penggugat;

Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  dimulai  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor

7101104601960301 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bolaang  Mongondow

tertanggal  11  Oktober  2017,  yang cocok  dengan  aslinya, bermeterai

cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  04/05/VI/2014

tanggal   13  Juni  2014, yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama
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Kecamatan  Dumoga Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  Provinsi

Sulawesi Utara,  yang cocok  dengan aslinya, bermeterai cukup dan  di-

nazegelen, diberi kode (P.2);

B. Saksi : 

1. Xxxxxxxx,  umur  27 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan tidak  ada, tempat

kediaman  di  Lingkungan  12,  Kelurahan  Imandi, Rt  23,  Kecamatan

Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow,  dibawah sumpahnya

memberikan keterangan  sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi  adalah  Saudara

Ipar Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah  sejak

tahun  2014  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama

Xxxxxxxx, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Lingkungan 12,

Kelurahan Imandi, Rt 23, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang

Mongondow sampai dengan terjadi perpisahan;

 Bahwa  saksi  mengetahui  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat

pergi  meninggalkan  Penggugat  dengan  izin  menjenguk  orang  tua

Tergugat namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang kurang

lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

 Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  permasalahan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah

memberikan  nafkah  untuk  Penggugat,  Tergugat  telah  melalaikan

kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

 Bahwa  saksi  mengetahui  selama berpisah,  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak ada komunikasi;

 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  pernah  berusaha  menasehati

Penggugat untuk rmembina rumah tangga kembali dengan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan  karena  

Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Xxxxxxxx, umur  57 tahun, agama  Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat

kediaman  di  Lingkungan  12,  Kelurahan  Imandi, Rt  23,  Kecamatan

Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow,  dibawah sumpahnya

memberikan keterangan  sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu Angkat

Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah  sejak

tahun  2014  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama

Xxxxxxxx, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Lingkungan 12,

Kelurahan Imandi, Rt 23, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang

Mongondow sampai dengan terjadi perpisahan;

 Bahwa  saksi  mengetahui  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat

pergi  meninggalkan  Penggugat  dengan  izin  menjenguk  orang  tua

Tergugat namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang kurang

lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

 Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  permasalahan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah

memberikan  nafkah  untuk  Penggugat,  Tergugat  telah  melalaikan

kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

 Bahwa  saksi  mengetahui  selama berpisah,  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak ada komunikasi;

 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  pernah  berusaha  menasehati

Penggugat untuk rmembina rumah tangga kembali dengan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan  karena  

Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa, Penggugat  menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi, selanjutnya  menyampaikan kesimpulan  secara lisan di persidangan yang

pada  pokoknya  permohonan  Penggugat  beralasan  hukum dan  mohon  agar

Majelis  segera  menjatuhkan  putusan  dengan  mengabulkan  permohonan

Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses

mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan; 

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat

kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat

bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil,

karenanya  ketentuan  Pasal  154  R.Bg.  ayat  (1)  jo.  Pasal  82  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

alasan yang sah,  dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke

persidangan sebagai  wakil  dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama

Lolak  telah  memanggilnya  secara  resmi  dan  patut,  sebagaimana  ketentuan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat

dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya dapat disimpulkan Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu

bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2014
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pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat izin pergi

untuk menjenguk orang tuanya namun tidak pernah kembali dan sudah tidak

memberikan nafkah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil  gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  surat  yang  diajukan  Pemohon telah

memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan

ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan

atas  Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1985  tentang  Bea

Meterai  serta Pasal  2 ayat  (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun

2000 tentang Perubahan Tarif  Bea Meterai  dan Besarnya Batas Pengenaan

Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai  sehingga dapat diterima sebagai

bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa dari  bukti  P.1 (Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk) isi

bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan,

kewarganegaraan,  tempat  tinggal  Pemohon  berada  di  wilayah  Kabupaten

Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)

dan mengikat  (bindende bewijskracht), sehingga Pemohon dapat mengajukan

perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Kutipan  Akta  Nikah)  merupakan  akta

otentik,  telah  bermaterai dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

perkawinan  pada  tanggal  13  Juni  2014, tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi

Utara, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing)

untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.
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Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  dan saksi  2  merupakan fakta

yang diketahui  sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus  dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat tersebut

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya,  maka berdasarkan

ketentuan  Pasal  309 R.Bg,  keterangan tersebut  dapat  dipertimbangkan dan

diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1, P.2 dan keterangan saksi-

saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang

sah,  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Dumoga  Timur,

Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  pada  tanggal  13  Juni  2014 dan  telah

dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan

yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama 8 (delapan)

tahun  dan  sejak  saat  itu  sampai  saat  ini  Tergugat tidak  pernah  datang

mengunjungi ataupun menghubungi Penggugat;

3. Bahwa setelah  berpisah antara  Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi yang baik lagi dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

4. Bahwa  sudah  diusahakan  perdamaian  baik  oleh  keluarga  maupun  oleh

Majelis  di  persidangan,  namun  tidak  berhasil,  karena  Penggugat

menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan

menerapkan  hukumnya  (mengkonstitusir)  dengan  mempertimbangkan  aspek

yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang

Perkawinan  juncto Pasal  116 huruf  (b) Kompilasi  Hukum Islam, yaitu:  salah

satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama 8  (delapan)  tahun berturut-turut
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tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal  lain diluar

kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu

pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih dari 8

(delapan)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  (Penggugat)  dan  tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak

kepergian  Tergugat,  Tergugat  menunjukkan sikap tidak  mau lagi  kembali  ke

rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi

yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk

hidup  rukun  dalam  rumah  tangga,  karena  meskipun  telah  dilakukan  usaha

perdamaian  baik  oleh  keluarga  maupun  oleh  Majelis  Hakim  di  persidangan

tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat

227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:  “ Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  (untuk)  gugat,  maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  perceraian  yang

dikehendaki  oleh  Penggugat  berdasarkan  alasan  salah  satu  pihak

meninggalkan  pihak  lain  selama  8  (delapan)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin

pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar

kemampuannya  telah  terbukti  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang Undang nomor 1 tahun 1974,  junctis pasal 19  huruf  (b) Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;  

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  sedangkan  gugatan

Penggugat  tidak  melawan  hukum  dan  beralasan,  maka  Tergugat  harus

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal

149 RBg);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughro  Tergugat  (Xxxxxxxx)  terhadap

Penggugat (Xxxxxxxx);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar Rp695.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  24  Maret  2022  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal   21  Sya’ban  1443  Hijriah,  oleh  kami  Nur  Ali

Renhoat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti

Nur  Mudawamah,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim
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Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I., Binti Nur Mudawamah, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.,
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. ATK : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp550.000,00

4. PNBP akta panggilan : Rp20.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp  10  .000,  00  

J u m l a h : Rp695.000,00 

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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